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PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 1898
TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAMANAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN

POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN (PIR-BUN)

DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

Menimbang :

‘Mengingat

a.

[

LM
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bahwa dalem rangka pengembangan perkebunan, pening-

~katkan hasil produksi dan pendapatan Negard dan

Petani peserta proyek perkebunan dengan pold Perusa-
naann Inti Rakyot, Pola Perkreditan lainnya yadng
berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu
mengatur pelaksanaan pembinaan_dan pengamandn pengei—
bangan perkebunan di Propinsi Daerah Tingkat I Suma-
tera Selatan ;

. bahwa dalam Eenyeleng araan dan pelaksanaan pengem-—

bangan _Perkebunan, Pola PIR-Trans dan Pola PIR-BUN
serta Perkreditan  lainnya dengan menggunakan pola
Peruschaan Inti Rakyat Perkebunan masih, terdapat
kekurangan don kelemahan, sehingga perlu dilakukan
pembinaan dan pengamanan secara terpadu ;

. bahwa sehubungan dengan hal—-hal tersebut diﬁtas, maka

Pembinaon _dan Pengamanan Pengemhangan Perkebunan di
Propinsi Doerah Tingkat I umatera Selatan perlu
diatur dengan Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sumatera Selaton ( Lembaran Negara
Eggg? 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor

. Undang-undang Nomor 5 Tahup 1974 tentang pokok-pokok

Pemerintahan Di Doerch ( Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerin-

tahan  Desa (Lembaran Negara Tahun 1873 Nomor 56,
Tambohan Lembaran Negara Nomor 3153) ;

. Undang-undang MNomor 8 Tahun 1981  tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76;
Tambaohan Lembaran Negarda Nomor 3209) ;

. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok PEH%Elﬂlﬂﬂn Lingkungan HiduE ( Lem—
paran  Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambohan Lembaran
Negara Nomor 3218) ;

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi

daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomer 46) ;

. Undang-undang Nomor 24 Taohun 1992 tentun? Penataan

Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1892 tentang Perkopera-

sian (Lembaran Negara Tahun 1992 MNomor 116, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
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. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang

Penyerahan sebagian urusan dibidang Perikanan Laut,
Kehutanan dan Karet Rakyat —dari Pemerintah Pusat
kepada Daerah—daerah Swatantra Tingkat 1 (Lembaran
Hegarnllagﬁn 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
omar ;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun_ 1975 tentang
penyerahan sebagion urusan Pemerintah Pusat dibidang
Perkebunan Besar kepadd Daerah Tingkat 1 (Lembaran
Negara Tahun 1875 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3050) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6  Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di  Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembarv
an Negara Nomor 3373) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1893 tentang
Analisis Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara_ Tahun
1993 Nomor &4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
Eentgnﬁ Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
erupanan ;

Keputusan Menteri  Pertanian  Nomor 667/KPTS/KB/
Elg!lESS tentang Pembinaan Proyek Pengembangan Per-—
ebunan

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/KPTS/KB/510/
1985 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Proyek Perusa-
haan Inti Rakyat Perkebunan ;

Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kope-
_ 571/KPTS/KB.510/8/1988 _
rasi Nomor tentang Pembina-

03/SKB/M/VII1/1988 ) _
an dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD)  di
wilayah Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN)
dan Unit Pelaksanaan Proyek (UPP) ;

Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Perta-

nian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/

Kpts-11/90, Nomor 541/Kpts/HK.050/7/90 dan Nomor 23—

VIII-1990 tentang Ketentuann Pelepasan Kawasan Hutan
guntPemnerlnn Haok Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha
ertanian.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP/059/KM.17/
1994 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Perbankan dan
Penyesuaian Ketentuan Perkreditan sertd Pendanaan
Proyek PIR/UPP Perkebunan ;

Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Trans-
migrasi dan Pemukiman Peramban Hutan dan Menteril
Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil  Nomor
SKB.9/MEN/1996

512/KPTS/KB.510/7/1896

W
01/SKB/M/VII/1996 tentang Kerjasama Pembinaan _dan
Pengembangan Koperasi Unit Desa dibidang Usaha Per-—
kebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang
dikaitkan dengan Program Transmigrasi ;

20. Instruksi. .........
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20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1887
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan  Lingkungan
Pemerintah Uaerah. -

Dengan  Persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi  Daeran
Tingkat [ Sumcatera Selatan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

. PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I GSUMATERA

SELATAN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAMANAN PENGEMBANGAN
PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN
(PIR-BUN) DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

EBAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dagerah ini vang dimaxksud dengan

1., Daerah Tingkaot 1 adolan Propinsi Doerah Tingkat |
Sumgtera Seigtan ;

2, Pemerintoh Daerch Tingkot 1 adalah  Pemerintah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

3, Gubernur Kepalc Daercgh Tingkat | mduiuh Gubernur
Kepala Daeroh Tingkot 1 Sumatera Selatan ;

4. Doerah Tingkat I1 adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah
gl?gﬁat 11 dalom Propinsi Doerah Tingkat I Sumatera
glatan ;

5, Pemerintah  Doerah  Tingkat 11 adalan Pemerintah
Kabupaten/Kotamodya Daeran Tingkat II dalam  Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatero Selatan;

6. Kepala Daerah Tingkat II adalch Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerch Tingkot II dalom Propinsi Daerah Ting-
kot I Sumotera Selatan ;

7. Dinas Perkebunan Tingkat I adalah Dinas Perkebunan
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

8, Dinas Perkebunon Tingkat Il odalah Dinas Perkebunan
Kabupaten/Kotamadya Doerah Tingkat II dalam  Propinsi
Doeran Tingkat I Sumatera Selatan ;

9, Camat adolah Kepala Wilayoh Kecamatan dalam Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;

10. Koperasi adalah Koperaosi Primer sebagai badan usaha
yang beranggotakan orang seorang ;

11. Pola ......
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Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan yang selan-—
jutnya disingkat Pola PIR adalah pola pelaksanaan
pengembangan perkebunan dengan men%gunukun perkebunan
besdr sebagai inti ,yang membantu dan membimbing
perkebunan  rakyat disekitarnva sebagai plasma  untuk
mewujudkan  perpaduan usaha dengan sasaran  perbaikan
keadaan sosial ekonomi petani peserta  dan  didukunhg
oleh berbagal kegiotan produksi, pengolahan hasil dan
pemasaran  dalam suatu sitem Kerja sama yang saling
menguntungkan dan berkesinambungan

Proyek PIR-BUN ¥Uﬂ8 juga meliputi NES (Nucleus Estate
Smallinolder), PIRSUS {Perusahaan Inti Rakvat Khusus),
PIR-TRANS (Peruschaon Inti Rakyat Transmigrasi) dan
Perkebunan  Pola PIR lainnya iglah, Pr0¥ek_ Pengem-
bangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti  Rakyat
GEHEGH kegiatan wutamg terdiri dari  pengembangan
perkepunan Inti don wilavah Plasma yang dilaksanakan
olen Perusahaan Inti dolam jangka waktu tertentu ;

rPerusangon  Intl  ilalah Perusahaon Perkebunan Besdr
paik milik Swasta maupun Negara vang berbentuk Badan
Aukum  Indonesia dan menurut penilaian Pemerintah
mempunyal Kemampuan yun? cukup dari segi dand, tenagd
dan  manggemen untuk melaksanakan fungsi  pelaksanaan
Froyeg PIR-BUN ;

Perkebunan Inti adaloh Perkebunan Besar  lengkap
dengan fasilitas pengolohannyva vang dibangun  (dikem-
bangkan) dan dimiliki oleh peruschaan inti dalam
rangka peloksanaan proyek PIR ;

Wilagyah plasma  adalah wilayah  pemukiman dan usgha
tani  yong  dikembangkan oleh petani  peserta  dalam
rangka  pelaksanaan provek PIR yang meliputi kebun
plasma, perumchan, pekarangan dan atau lahan pangan

Kebun FPlasma adalah Areal wilavoh plasma yong di-
Eangun oleh Perusahaan Inti dengan Tanaman Perke—
unan ;

Tanaman Perkebunan adalah kelapo sowit, karet, tebu,
coklat, teh, kelapa hybrida dan tandgman Keras lainnyd
yang ditetapkan oleh Menteri Pertaonian ;

Lohan Kebun adalah sugtu  bidang tonah vang diserah-
kan  Kepada petani peserta provek sesuai dengan pola
masing— masing untuk tanaman  perkebunan dan  atau
tanaman lainnya ;

Proguksi adalah hasil petani peserta yang diperoleh
dari Kebun plasma ; .

Calon Petani Peserta adaloh petani setempat — dan
atau  transmigran yang teloh disetujui untuk diikut
s?rtakﬂn dalam FProyek PIR-BUN sebagail calon peserta
plasma ;

Petani  Peserta adalah  Petani  setempat dan  atau
tronsmigran  yang teloh dibing, dipilih dan  dianggap
MGMDY untuk mgngn@1 penerima kKebun plasma berdasarkan
penetapan dari Pejabat yang berwenang ;
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Pimpinan  Proyek  adalah Pe%aﬁut yang dipilih dap
digngkat untuk memimpin serta melaksangkan Proyek
PIR-BUN oleh Pejabat vang berwenang sepdnjang menyang
kut pembangunon plasma ; .

Pembangunan kebun plasma adalah  serangkaian kegiatan
vang meliputl pembun%ungn pemukiman petani, pekarang-
an lahan pangan serta jaringan jalan dan  tasilitas
sosial/umum  vong dilaksanakan baik oleh Perusahaan
Inti maupun Pemerintah Daerah Tingkat [ Sumaterd
selatan dan atau Pemerintah Daerah Tingkat IT ;

. Hutang petani adalah bagicn biayo pembangunan plasma

yang ditetapkan untuk dialihkan menjadi beban hutang
petani peserta berdasarkan peraturan perundang-undang
an yang berlaku

. Konversi adalah pengalihan  bebon bilaya hutong pem-

bangunan kebun plasma dari Pemerintoh/Perusahoan Inti
menjadi  beban  petani peserta yang telah  memenuhi
syarat berdasarkon atas penyerahan pemilik  Kebun
plasma kepada petani peserta ;

. Bank penyalur {(Chenelling Bank) adalah Bank vang

ditunjuk oleh Menteri Keuongan dalam Pengembangon
Proyek PIR-BUN ;

SPH aduloh Surat Pengakuan Hutang yang disiapkan oleh
Bank Penyalur dan ditando.tangani olen petani pesertd
sebogal pihak berhutang serta diketahul oleh pimpinan
proyek dalam rangka penyelesaion Konversi ;

Tim  Pembing  Provek Perkebunan Doerah Tingkat |
(TP3D 1) adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputus
an Gubernur Kepalg Daerah Tingkat I_Sumatera Selatan
dan  Tim Pembina Proyek Perkebunan Tingkat 11 - (TP3D-
I1) vong dibentuk dengan SK Bupati/Walikotamadyao
Kepulo Daerch Tingkat IT vang berfungsi sebagai forum
koordinasi dan konsultasi antar instansi yang terkait
dalom pembincan dan pengamanan pengembangan  proyek-
gr?yik perkebunan  di Doerah Tingkat I oSumaterd
glatan

Pembingan odoloh updya, tindokan dan keglatan  yang
dilakukan secara berdayo guna dan berhasil guno dalam
menyelenggarakan pola PIR-BUN untuk memperoleh hasil
yang lebih baik ;

. Pengamanan adolah proses perbudtan  cara  mengamandn

?gygéﬁnggaramn pengembangan perkebunan dengan  pola
] v

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Doerah ini dimaksudkon sebagal sulah  satu
pedoman dalam melaksanokan pembinaaon terhodap penye-
lenggaraan dan pengamanan Eelakgannum pengembangan
perkebunan  dengan Pola PIR-BUN di Daerah Tingkat 1
Sumgtera Seloton .



_5_

(2) Percaturan Daerah ini bertujuan

g, Untuk mengamankan pelaksanaan pengembangan perke-—
bunan dengan pola PIR-BUN sehingga dapat berjalan
dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan yang
telan ditetapkan,

b, Untuk meningkatkan  pengetdhuan, pemahaman dan
kesadaran petani peserta proyek maupun Perusahadn
inti dalam meloksonakan hok dan  kKewdjibannya,
sesuai dengan Ketentuan—ketentuan perdturan perun-
dang-undangan yang berlaku atau Eerjﬂﬂélﬁﬂ Kerja-
sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

¢. Untuk mencegah terjodinya pelanggaran-pelanggaran
Ldidalom peloksanaan pengembangan perkebunan dengan
pola PIR-BUN vang mengokibatkan tidak terwujudnya
sgtu Kesatuan unit ekonomi.

d. Untuk meningkatkan perekonomian Daerah Propinsi
Daeragh Tingkat 1 Sumatera Selatan melolui pembing-
Enl dg?ﬁﬂgﬂgumunﬂn pengembangan perkebunan  dengan

gid =l

BAB Il
PEMBINAAN

Bagian Pertama
Lingkup Pembindan

Pasal 3

Yang meﬂjﬂﬁi.liﬁgkUﬁ pembinaan pelaksanaan pengembangan
perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalan

a. Calen/petani pesertad ;

b, Peruschaan Inti ;

¢. Masvarokat wilayah PIR-BUN dan sekitarnyd ;

d. Pendirian Koperasi serta pembinaan pengembangannyd.

Bagian Kedua
Materi Pembinaan

Pasal &

Materi pembincan pelaksangan pengembangan  perkebunan
dengan pola PIR-BUN meliputi :

G. Seleksi dan penetapan calon/petani peserta setempat ;
b. Penggantian calon/petani peserta ;

¢, Peloksanaagn  Perjonjian Kerjasamg antora  Petani
Peserta dengon Peruschaon Inti dan ontara Petani
?E?Qﬂﬂ Koperasi dan antara Koperasi dengan Perusahaadn
nti

¢, Penyelesaian sertifikat don hok milik ctas tanah
e. Penyelesgian Surct Pengokuan Hutang (SPH)

f. Penvelesoian perjanjion hutang ;

g. Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

h. Kelompok Tani dan Koperasi.
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Bagian Ketiga
Peldksanaan Pembinadn

Pasgl &

(1) Pembinacan  UmuUm terhadaa ﬁelagsanaun pengembangan
perkebunan dengan pola PIR-BUN dilakukan oleh Menteri
Dalom  Negeri vang ?Elﬂkﬁﬂﬂﬂﬂﬂ+dl Daerah dilokukan
aleh Gubernur Kepala Doerah Tingkat 1 dan Bupati
Kepala Doerah Tingkat IT ;

(2} Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pengembun?un
perkebunan  dengan  Pola  PIR-BUN dilaksanakan oleh
Dinas Perkebunan, Kantor Wilayah Departemen Pertani-
an, Kantor Wilaych Departemen Koperasi dan Pengembange
an’ Usaha Kecil, Kantor Wilayah Departemen Transmig-»
rasi dan Pemukiman Peramboh Hutan serta Perbankan ;

(3) Pembinaan di Daerch Tingkat II dilakukan oleh Kepala
Daeragh  Tingkat IT bersdamo-sama dengan Instansi  yadng
%gggu%E di~ wilavah Daerch Tingkat IT dalam  wadah

g H

(4) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengkoordinir pelak-
sanaan nengemﬁun?mn perkebunan denﬁuntpola PIR-BUN di
paerah  Tingkat 1 dan Kepala Doeran Tingkat 11 - meng-
koordingsikan peloksanoon pengembangan perkebunan diz)
Dgerah Tingkat 11,

Bagian Keempat
Tata Cara Pemblnadn

Pasal b

(1) Pembingan umum pengembangan  perkebunan denggn pola
oIR-EUN dilokukan dengan cara melaksanakan Bimbingan
dan Penyuluhan ; :

(2). Pembinaan geluksnnuanbpengemhqngun perkebunan  dengan
pola PIR-BUN sebagaimena dimaksud pada ayat (1)
diloksanakan melalul

a. Ceramah ; )
b, Forum komunikasi dan konsultasi ;
¢. Simulagsi, latihan dan kunjungan ;
d. Pengarahan, saran dan petunjuk ;
&, Pengowasan dan pengendalian,

3). Tempat pelaksanaan pembinaan pengembangan perkebunan,
diloksanakan  pada  tempot-tempot  tertentu  sesudl
dengan  kondisi Daerah masing-masing, sepertil pada
Kantor Kelurohan, Gedung Serba 6una, Balal Desa dan
sebugainyd. :

Bagian Relima
Koordinasi Pembingon

Pasal 7

Untuk mencdpdi sasaran dan tujuan pembinaan pelaksanaan
pengamanan | pengembangan  perkebunan  harus  dilakukan
secara terpodu dan bekerjasamc yang baik antard :



. Pemerintah Daerah Tingkat 11, Kecamotan dan Pemerin—
tahan Desa/Kelurahan setempat ;

Perusahaan Inti ;

Petani peserta ;
Pangurus Koperasi ;

. Bank Penyalur dan Bank Pelaksana ;

. Masvarakat wilavah Perkebunan dan sekitarnya.

BAB IV
CALON/PETANI PERSERTA

Bagian Pertama
Penetapan dan syarat peserta PIR-BUN

Pasal 8

(1) Calon/petani peserta PIR-BUN adalah terdiri dari :

a. Penduduk setempat, petani yapng tanahnya terkena
Proyek PIR-BUN, penduduk yang berdomisili di Desa/
Kelurahan setempat dan petani peladang berpindah
dari kawgsan hutaon tetap yang ditetapkan menjodi™
penduduk/berdomisili di Desa/Kelurahan terdekat
dengan lokasi PIR-BUN.

b. Transmigran yang ditetapkan oleh Menteri Trans-
migrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

=hi{ OO T O

(2) Penetapan calon petant Eeserta sebagaimana dimaksud
huruf a ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah Ting-
kat 11 Dberdasarkan pertimbangan atas usulan Camat
Kepala Wilayah Kecamatan dan Kepala Desd setempat dan
Perusahaan Inti yang bersangkutan.

Pasal 9

Untuk dapat menjadi calon/petani peserta PIR-BUN seba-
gaimgna dimaoksud dalam pasal &, calon petani pesertd
Wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Telah lulus seleksi sebagaimana calon petani peserta
yang dilaksanakan oleh TP3D II.

b. Mgta pencaharicn pokok adalan sebagai  petani,
minimal memahami tentang bertani.

¢. Bersedia menempati rumah yang telah disediakan oleh
proyveg PIR-BUN.

d. Berkelakuan baik, tidak terlibat G 30S/PKI dan organi
sasi terlarang lainnya, patuh, rajin, dan bersunggun-
sungguh untuk menjadi peserta proyek PIR-BUN.

e. Sehat jasmani dan rohani, umur minimal 21 tehun atau
sudah “menikah dan maksimal berumur 45 tahun atau
iebih apabila dapat menyedickan minimal 1 (satu)
orang tenaga efektif,

f. Bersedia mentoati isi perjanjian dan peraturan proyek
PIR-BUN vang telaoh ditetapkan.

g, Tidak ikut pada proyek_perkehununIPIR—BUN lainnya.

h. Bersedia menandatangani perjaniian hutang dengan Bank
Penvalur vang bersangkutan.



- g -

i. Bersedia mengndatangani perjaniian bebas dari  tunggad
kan hutong lain dari perbankan pada  waktu konversi
diadakan kecuali dengan pertimbangan lain olen peja-
bat ¥un% berwenang menentukan penetopan  sebagai
peserta PIR-BUN,

rPasal 10

Colon petani peserta PIR-BUN vang telah memenuhi keten-
tuan sehugﬁ1manﬂ dimoksud pada pasal 8 ayat (2) dan
Basai $ Pergturan Doerah  ini, selanjutnya Pimpinan

royek mengeluarkan surat penetapan  Sebagal  petani
peserta PIR-BUN yang diketahul oleh Kepala Dinas Perke-
punian  Tingkat 1 dan merupakan kelengkapan dokumen Kon-
versi, -

Bogian Kedua o
Persyaratan Perusahoan inti
yang ikut serto dalam Program

PIR-BUN lainnya

rPasal 11

(1) Peruaahaan' Inti vang ikut didalam Program PIR-BUN
lainnva harus memenuhi persyaratan sebogai berikut

g. Mampu mengembangkan lahan perkebunan daldm pro-

ram  FIR lainnyd dengun luas Kebun Inti minimal

0 % dan maksimal 40 % dari total luas lahan yangd
aicadangkan.

b. mampu menyediakan/memiliki fasilitas/Unit Pengo-
lahan dengan Kapasitas yang  dapdt  menampung
seluruh hasil produksi Kebun Plasma dan  Kebun
Inti yang bersangkutan,

(2} Peruschaan Inti wajib mengalihKan Kepemilikan kebun
plasma yong teloh memenuni sgurqt atas dasar penilal:
En yang dilokukan oleh Tim Penilai  kepada anggotd
operasi. .

(3} Pado woktu penyerahan pemilikan kebun plasma  kepada
anggota Koperosi, maka kredit yang disclurkan mela-
lui  Perusahgan {nti peloksanaan pembangunan  kKebun
plosma diaolihkan kepada anggota Koperasi dilaksano-
kan  selambat—lambatnyoe pado mosa tenggang woktu 6
(enam) bulan,

Bagian Ketiga
Haok dan Kewajibon Petani Peserta

Pasal 12

{1) Petani Peserta PIR-BUN mempunyai Hak

a, Hemperoleh kebun plasma dEﬁ?ﬂn tanaman perkebunan
tertentu vang ditetapkan PIR-BUN, rumah, lahan
pekarangan/lahan  pangan  yang ludsnya  sesudl
dengan perimbangan vong ditetapkan dalam PIR-BUN
yang bersangkutan,

b. Memperoleh sertifikat hok milik atas tanah dori
lohan—lahan seperti tersebut pada hurup a diatas.
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¢. Memperoleh bimbingan penvuluhan dan latihan.

d. Memperoleh Jjaminan pemasaran hasil dari  Kkebun
plasmanya.

e. Memanfagtkan jaringan jalan dan fasilitas sosial/
umum lainnyd.

f. Mengetahui pagu hutang pokok beserta  bunga,
jumlah angsuran hutang dan sisa hutang yang
bersangkutan serta berhak menerimg bukti atas

embayaran angsuran hutangnya dari Bank Penyalur
IR-BUN setempat

(2) Petani peserta PIR-BUN mempunyai kewajiban sebagai
berikut :

a. Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan
Perusahaan Inti sesuai dengan pedoman yang telah
ditetapkan dan diketohui oleh pejabat yang berwe-
nang.

b. Mengusahakan usaha tani lainnya pada lahan yunﬁ
telah diberikan diluar kebun plasma pada wilaya
PIR-BUN vong bersangkutan.

¢. Menandatangani Surat Pengakuan Hutang dengan Bank
Penyalur yang bersangkutan.

d. Memgtuhi dan memenuhl kewagjiban pembayaran Kem-
hali  hutang Kepada Bank Penyalur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Hasil produksi perkebunan yang dihasilkan harus
sesuai dengan standar mutu vang ditetapkan,

f. Menjual seluruh hasil kebun plasma hanya Kepada
perusahaan Inti melalui Koperasi Unit Desa.

g. Memenuhi  ketentuan—ketentuan tentang  kultur
tehnis tanamgn yang diberikan oleh Perusahaan
Inti maupun Pembina Teknis.

h. Menjadi anggotd Kagernsi tnit Desa dan__atau
Koperasi lain yang berkaitan di wilayah PIR-BUN
setempat.

BAE V
PERUSAHAAN INTI

Bagian Pertama
Penyediaan Lahan

Pasal 13
Perusahaan Inti membangun lahan dan fasilitas pengem-—

bangan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai berikut .
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. Lahan untuk Kebun Inti dan Plasma.

. Lahan pekarangan untuk perumahan dan atau lahan
pangan.

. Lahan untuk jalan dalam lingkungan PIR-BUN.

Rumah untuk Petani Peserta. _ )

. Lahan untuk sarana sosial dan  penunjong  lainnya
baik di wilayah Inti maupun Plasma. :

[l R o

Pasal 14

Penetapan perimbangan luas lahan dan kualitas pem-
bangunan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 12, harus berpedoman kepada petunjuk pelak-
sgnaan yang ditetapkan Menteri Pertanian.

Bagian Kedua
Pembangunan

Pasal 15

(1) Pelaksanaan Pembangunan dan  Pengembangan Perkebunan
dengan pola PIR-BUN, harus diselaraskan dan dise-—
suaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

g, Tata ruang dan analiso dampak lingkungan.

p. Dapat menumpugg dan mengolah  hasil produksi
perkebunan Milik Kebun Inti maupun Kebun Plasma.

c. Mengikuti petunjuk teknis operasional dan stan-
dar yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

(2) Dolam  rongka pelaksanaan PIR-BUN, Pola PIR-Trans
dan Pola Perkreditan lainnya Perusahaan Inti mempu-
nyai tugas dan kewajiban

a. Membangun Kebun Inti lengkap dengan fasilitas
pengolahan vang dapat menampungd hasil Perkebunan
éntiﬁmgﬂ? Kebun Plasma sesuai dengan tata ruang

an al.

b. Melaksanokan pembangunan kebun plasma, jaringan
jalan, persiapan lahan pekarangan, lahan pangan,
pembangunan perumahan petani plasma dan  fasili-
tas-fasilitas pemukiman petani loinnya sesudi
dengan petunjuk operasional dan standar teknis
yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

c. Membina secara teknis calon/petani peserta agar
mampu mengusahakan kebunnya dengan baik.

d. Menampung membeli, mengolah dan menjual hasil
kebun plasma dengon harga yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Membantu proses pelaksanaan pembayaran hutang
petani peserta.

f. Membantu pembinaan dan pengembangan KUD  dan
g?gegﬂgi Primer lainnya yang berkaitan di wilayah

Pasal 16

Perusohaan Inti dalam melaksanakan tugas dan_ kewajiban
sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Peraturan Daerah ini
harus berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan yang dite-
tapkan oleh Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan
Pembinaan Pengusaha Kecil, Menteri Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan dan Bank Indonesia_serta Peme-
rint?? Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Ting-
kat 1.
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BAB VI
PEMELIHARAAN

Pasal 17

(1) Pemeliharaan Kebun plasma yang belum  dikonversi
menjadi tanggung jawab Peruschaan Inti sesuoi dengan
pendanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-
BUN yang tersedia.

(2) Pemeliharaan kebun plasma yang sudah dikonversi
menjadi tanggung jawab petani peserta.

(3) Pemeliharaan kebun sebagaimana dimoksud pada ayat
(1) dan ayat (2) Pasal ini meliputi :

a. Pemeliharaan  kebun dari gulma dan rumput peng-
ganggu lainnya.

b. Pemeliharaan jalan kebun dan parit/saluran air.

¢c. Pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit lain
nya.

d. Penggantian tanaman yﬂnﬁ_mati (sulaman), sehingga
populasi tanaman memenuhi persyaratan standar,

Pasal 18

Perusahaan Inti dan atau petani peserta yang tidak melak
sanakan _pemeliharaan_kebun sebagaimanc dimaksud dalam
Pasal 17 Peraturan Daoerah ini, sehingga . menyebabkan
tanoman  Kebun menjadi rusak diwajibkon melapor kepada
TP3D-1I dan TP3D-1 oleh petani peserta melalui Koperasi
atas pelanggaran Pasal 16 dan oleh Perusahaan Inti atas
pelanggaran Pasal 17 ayat {2).

BAB VII
KOPERASI
Pasal 19

(1) Sebagai wadah petani/peserta PIR- BUN dan sebagai
mitra usaha Perusahaan Inti dalam pembinaan_ pengaman
an, Eengembﬂngun perkebunan dengan Pola PIR, di-
bentu operasi Unit Desa dan atau Koperasi Primer
lain yang berkaitan.

(2) Pembentukan, pembinaan dan_ pengembangan Koperasi
sebagaimana  dimaksud ayat (1) Pasal ini harus ber—
pedoman kepada peraturan perundang-undangan  dan
Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kope-
rasi dan Pembingan Pengusaha Kecil dan Menteri
Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

Pasal 20

Kegiatan wusaha Koperasi meliputi :
a. Simpan pinjaom dan perkereditan termasuk di dalamnya
Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) ;

b. Penvedicon dan penyaluran sarana produksi, kebutuhan
sehar-hari dan jasa lainnya ;

. Pengolahan dan pemasaran hasil ;
d. Kegiatan ekonomi lainnya yang dibutuhkan anggota.

<
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BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN KONVERSI
Pasal 21

Tata cara untuk mempercepat pelaksanaan konversi hutang
kepada petani peserta adalah sebagai berikut

1. Perusahaan Inti menyompaikan secara lengkap —dokumen-
dokumen konversi hutang kepoda Bank penydlur yaitu :

d. Surat Keputusan Pemimpin Proyek tentang Penunjukan
Petani Peserta ;

b, Bukti Kepemilikon Tanah minimal Surat Keterangan
Pemilikan Tanah (SKPT)/Surat Keputusan Hok untuk
lahan tanaman pokok khususnya untuk Pr0¥ek PIR/NES
dan PIR-SUS sedangkan PIR-Trans dan PIR lainnya
harus berupa sertifikat Hak Milik Tanah ;

c. Perhitungan Hutong petani dan jadwal angsuran
pelunasannva ;

d., Kartu Petani/K.05 ;

e. Berita Acara Hasil Penilaian Kebun yang telah
ditanda tangani oleh petani yang bersangkutan,

2, Dalam hal terdapot kekurangan kelengkapan = dokumen
yang disampaikan oleh Perusahaan Inti, maka Bank
penyalur selambat-lambatnya dalam 7 {tujuh) hari
sejok  tanggal diterimanya dokumen dimaksud sudah
harus memberitahukan dan sekaligus meminta Perusahaan
Inti untuk melengkapinya.

3. Perusahaan Inti selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh)
hari sejak tanggml diterimanya pemeberitahuan dan
permintaan dari Bank Penyalur sudah harus memenuni
kekurangan kelengkapan dokumen dimaksud.

4. Penanda tanganan Surgt Pengdakuan Hutan% oleh Petani
Peserta dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh
satu) hari setelah Perusahaan Inti — menyampaikan
dokumen-dokumen konversi sebu%01manu dimaksud pado
gutlr1 1 Pagsal ini secara engkap kepada Bank

enyalur.

5. Dalam rangka memenuhi batas waktu pelaksanaan penandd
tanganan Surat Pengakuan Hutang sebagaimand dimaksud
pada butir 4 Pasal ini,dilakukan koordinasi kegiatan
sebogai berikut :

a. Bank Penvalur dan Perusghgan Inti menyepakatli
acara penandatanganan Surat Pengakuan Hutang — yang
menyangkut jadwal waktu penandatanganan, lokasi
dan” jumlah petani peserta ;

b. Perusahaan Inti menyiapkan kehadiran petani
sesuai dengan kesepakatan jadwal acara penandatang
an  Surat Pengakuan Hutang sebagaimana dimaksud
pada butir 5.0 Pasal ini sekaligus memberikan
penjelasan/penyuluhan kepada para petani.
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6. Perusahaan Inti melanjutkan dan mengusahakan penye-
lesaian penerbitan sertifikat tanah (lahan tanaman
pokok, lahan_pekarangan dan atau lahan pangan) khu-
susnya untuk PIR/NES dan PIR-SUS sedangkan PIR lain-
nya hanya lahan pokok dan kemudian menyerahkan serti-
fikat tanoh yang telah terbit kepada Bank Penyalur
sebagai Jjaminan  hutang petani  peserta  tanpa
pengikatan,

/. Fee realisasi penandatanganan Surat Pengokuan Hutang
(Fee konversi) ditetapkan sebesar 1 % dari jumlah
pinjaman/sisa hutang yang terdiri dari 0,5 % ~untuk
Perusahaan Inti dan 0,5 % untuk Bank yang sesuai
gen?ﬂﬂ ketentuan peraturan Perundang-undangan vang

erlaku.

BAB IX

PEMILIKAN ~DAN PEMINDAHAN HAK ATAS
TANAH KEBUN PLASMA, LAHAN PANGAN DAN
LAHAN PEKARANGAN

Bagian Pertama
Pemilikan

Pasal 22

(1) Petani peserta kebun plasma akan diberikan sertifi
kat hak milik atas tanah lahan kebun, lahan pekarang
an dan atau lahan pangan sebagai tanda bukti pemili-
Kan {Gng sah setelah hutangnya lunas, oleh Bank
Penyalur melalui Perusahaan Inti.

(2) Petani peserta/pemilik hak atas tanoh sebagaimana
dimgksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan
memindah tangankan, menggadaikan, menyewakan, memin-
jamkan atdau dengan cara-cara lain yung dapat mengu-
rangi/menghilangkan hak petani peserta atas_ lahan
yang merekd peroleh dari Perusahaan Inti PIR-BUN.

Pasal 23

Apabila karena sesuatu hal pada saot kebun plasma seho-
rusnya diserahkan kepada petani peserta, tetapi petani
peserta yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan
yang ditentukan maka Perusahaan Inti dapat mengelola
Kebun plasma tersebut dengan wajib mencatat semua biaya
eksploitasi dan hasil-hasilnya dan untuk  Kemudian
diperhitungkan pada saat penyerahan secara nyata hok
milik petani peserta.

Bagian Kedua
Pemindahan Hak

Pasal 24

Pemindahan hak-hak atas tanah sebagaimana dimoksud dalam
Pusg;l 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat terjadi
apabila :

a. Petani peserta meninggal dunia.

b, Petani peserta mengundurkan diri yang dibuktikan
dengan surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala
Desa/Lurah dan Camat setempat.
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¢. Hak_Petani Peserta dicabut kareng :
1. Tidak dapat meneruskan  keikutsertaannya dalam
Proyek PIR-BUN,

2. Tidak meloksanakan kewajibannya yang telah di-
tetapkan dalam perjanjian kerja sama petani pe-
serta dengan Perusahadan Inti.

3. Mentelantarkan atau meninggalkan kebun  plasma
tempat tinggal/rumah yang diterimanya dari  proyek
PIR-BUN selama 3 (tiga) bulan taonpa izin_ dari
Kepala Desa/Lurah dan Petugas Pelaksana Proyek
PIR-BUN wilayah yang bersangkutan.

4, Melakukan  kejahatan pencurian, penipuan,  dan
penggelapan yang dibuktikan berdasarkan keputusan
pengadilan.

d. Pemindahan hak=hak atas tanah sebagaimana  dimaksud
pada butir a. pasal ini adalah pemindahan hak=hak
Kepada ahli waris petani peserta vang bersangkutan.

e. Pemindaghan haok-hok atas tanah  sebagaimana  dimaksud
pada butir d Pasal ini pengaturannya diserahkan
kepada Pemerintah Daerah setempat.

f. Biagya-biaya vyang timbul sehubungan dengan = proses
penggantian petoni peserta semuanya menjadi  tang-
gungan/beban petani pengganti.

Pasal 25

Pelaksanaan pemindchan hak milik atas tanah dan  penca-
putan hok petani peserta sebagaimana dimaksud dalam
rPasal 25 Peraturan Daerah ini  kepado petani peserta
pengganti, ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dan
harus memenuhi syarat—-syarat vang diatur dalam Pasal 8
FPeraturan Daerah ini.

BAB X

PEMUNGUTAN, PENAMPUNGAN, PENJUALAN DAN
PEMBELIAN SERTA PENGOLAHAN HASIL PANEN

Bagian Pertama
Pemungutan dan Penampungan

Pasal 26

(1) Pemungutan hasil produksi kebun plasmg dilaksanakan
oleh petani peserta/pemilik masing-masing, dan harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis yang dite-
tapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

(2) Apabila karena sesuctu hal sehingga petani peserta/
pemilik kebun plasma tidak melaksanakan sendiri
pungutan hasil kebunnya, petani peserta vyang ber-
songkutan dapgt menunjuk orang lain dengan izin
tertulis dari Perusahaan Inti.

(3) Perusahaan  Inti menamEung hasil ﬂemungutﬂn kebun
ElasTU_ sebagaimana dimaksud ayat ( dan ayat (2)
asal ini.

Bagian Kedua
Penjualan dan Pembelian

Pasal 27

(1) Semua _hasil pemungutan kebun plasma wajib dijual
kepada Perusahaan Inti melalui Koperasi.
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(2) Perusahaan Inti wajib menerima, membeli atau mengo
lah seluruh hasil produksi kebun plasma serta menga-
tur dan mengurus seluruh kegiatan yang berkaitan
dengan kelancaran pelaksgnaan panen,  penyediaan
Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), pengangkutan, pengo-
lahan, pemasaran hasil serta pembayaran hasil penju-
alan produksi kebun plasma sesuai dengan Kketentuan
dan tata cara yang berlaku.

(3) Selain Perusahogan Inti dilarang dengan sengaja
langsung ataupun tidak langsung membeli, menerima,
menyimpan dan membawa hasil pemungutan produksi
kKebun plasma.

(4) Penentuan mengenai jenis, tempot dan waktu penverah-—
an serta pengukuran jumluh dan kualltas hasil panen
sebagaimana dimaksud gadu avat (1) dan avat (2)
pasal ini ditentukan berdasarkan pedoman/petunjuk
teknis vyang ditetaopkan oleh Menteri  Pertanian,
Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

Bagian Ketiga
Pengolahan

Pasal 28

(1) Penﬁcluhan hasil produksi kebun plasma.dilaksanakan
oleh Perusahaan Inti.

(2) Perusahaan Inti wajib membongun unit pengolahan
hasil apabila luas pembangunan kebun Inti dan Plasma
telah mencapai 3/4 dari skala luas kebun yang telah
ditetapkan atau pada saat kebun plasma telah dikon-
versi.

(3) Apabila semua kerugian yang telah ditimbulkan akibat
keterlambatan pembangunan pabrik oleh Perusahaan
Inti, sehingga produksi kebun plasma tidak dapat di
olah, semua resiko dltanggung oleh Peruschaan Inti
dari tempat rencanda Pembangunan pobrik  ketempat
lokasi pengolahan.

(4) Penetapan  jenis dan  kualitas hasil akhir dari
pengolahan produksi kebun plasma ditetapkan oleh
Perusahaan Inti berdasarkan standar yang berlaku dan
berorientasi kepada permintaan pasar.

Pasal 29

Harga pembelian  produksi kebun plasmg  dari petani
Besertu harus ditetapkan oleh Pemerintah, dan oleh
erusahaan Inti harus diumumkan kepada petani melalui

Koperasi Unit Desa dalam setiap periode tertentu.

Pasal 30

(1) Pembayurun hasil penjualan produksi kebun plasma
Eada petani peserta oleh Perusahaan Inti dilaksa-
setelah diperhitungkan  kewajiban  petani
pesertu dalam pembayaran angsuran hutang dan angsur-

an lainnya.

(2) Pembayaran hasil penjualan produksi sebagaimana
tersebut pada ayat (1) pasal ini diloksanokan atas
dasar kesepakatan bersama antara Koperasi Unit Desa
sebagoi wokil petani dengan peruschaan Inti.
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(2)
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BAB XI
PEMBAYARAN HUTANG
Pasal 31

Pembavaran  pokok hutang pinjaman beserta bunganya
sebagaimana dimaksud dalom Pasal 30 Peraturan Daerah
ini, dilakukan dengan cara angsuran dan dlDDtGﬁ%
langsung oleh petugas Perusahaan Inti pada saa
pembayaran.

Apabila kebun plasma telah berproduksi tetapi belum
dikonversikan, maka ﬂﬁtﬂﬂl peserta tetap diwajibkan
membayar angsuran hutang dan akan diperhitungkan
sebagai titipan untuk mengurangi pagu hutang petani
pada waktu dikonversikan.

Besar potongan angsuran pokok hutang  sebagaimand
dimaksud tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan
sebesar 30 % dari total pendapatan hasil penjualan
produksi tanaman pokok.

Untuk  menjamin kelancaran pelaksanaan  pembayaran
hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) Easul ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputus-
Ent I?ﬂﬂlﬁ Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Ting-
a :

Perusahaan Inti/Koperasi Unit Desa wajib membantu
Bank Penyalur dalam Eenurlkﬂnfﬂengemballun hutang
dari petani peserta PIR-BUN. :

Bank Penyalur penerima angsuran hutang dari petani
peserta wajib melaksanakan dan bertanggung jawab
penuh oatas administrasi pengembalian hutang dari
Petani Peserta PIR-BUN.

Bank Penyalur penerimg pengembglion hutang wajib
menyampaikan dato perhitungan sisa hutang dan atau
jumlah angsuran kepada mg51ng-m051n%_petﬂn1 peserta
sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 32

Perhitungan jumlah dan atau sisa hutang yang dibeban
kan kepada masing-masing petani peserta, baik Kom-
ponen biaya, dasar perhitungan maupun peiaksanaannya
dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Kon-
versi vang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penetapan jumluh‘hutun% sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Surat Pengakuan
Hutong (SPH) yang disiapkan oleh Bank Penyalur dan
ditanda tangani oleh petani peserta yang bersangkut-
an dengan DerhltUﬂﬁﬁﬂ sesual peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XII
PENGAMANAN
Pasal 33

Pengamanan terhadap pelaksanaan pengembangan perke-
bunan dengan pola PIR-BUN dilakukan oleh Pemerintah
Doerah bersamg—sama unsur yang terkait,

Pelaksanaan pengamanan dapat dilakukon dengan cara
Preventif dan Represif
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(3) Pengamanan Preventif adaloh untuk mencegah timbulnya
pelanggaran dan penyimpangan oleh para calon/ petani
peserta PIR-BUN, Perusahaan Inti maupun pihak lain
sebelum dan sesudah konversi sesual dengan Ketentuan
yang berlaku.

(4) Pelanggaran_ dan penyimpangan Sebagaimana  dimaksud
pada ayat (3) antara lain :

a. Pelaksanaan  seleksi dan penetapan calon/petani
BESErtU setempat. .

b. Penggantian calon/petani peserta.

c. Penetapan harga hasil produksi kebun plasma,

d. Jual beli hasil kebun plasma secara tidak sah.

e, Pengalihan lahan secara tidak sah.

(5) Pengamanan Represif adalah usaha penyelesaian pelang
garan-pelanggaran dan penyimpangan—penyimpangan yang
dilakukan oleh calon/petani peserta PIR-BUN, Perusa-
ﬂuan Inti maupun pihak lain sebelum dan sesudah

onversi,

(6) Pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpang
an sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi seng
Keta antara lain :

. Petani dengan petani, _

Petani dengan Perusahaan Inti.

Petani dengan Pengurus Koperasi,

. Petani dengan Bank. )
Pengurus Koperasi dengan Peruschaan Inti.
Pengurus Koperasi dengan Bank,

. Perusahaan Inti dengan Bank,

. Perusaghaan Inti dengan pihak lain,

. Petani dengan pihok lain. _

. Pengurus koperasi dengan pihak lain,

(7) Untuk penyelesaian Belﬂnggurgn—pelaqggaran dan
penyimpangan—penyimpangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), sejauh mungkin dilakukan dengan jalan
musyawarah dan apabila tidak “dapat diselesaikan
secara musyawarah maka dapot diselesaikan melalui
forum koordinasi dan konsultasi TP3D-II atau TP3D-I
serta jalur_ hukum sesuai peraturan perundang-undang-
an yang berlaku.

(8) Bioya pengamanan yang timbul  atas pelaksanaan
Peraturan Daerch _ini dibebankan kepada Anggaran
Dinas Perkebunan Tingkat I dan Tingkat II Propinsi
sumatera Selatan serta sumber penerimoaan lainnya,

Pasal 34

Pelaksanaan pengamanan terhadap pengembangan perkebunan
dengan pola_PIR-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
Peraturan Doerah ini, dilaksanokan oleh TP3D-I1 dan
TP3D-1 yang dibentuk denﬁunt Keputusan Kepala Daerah
Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat IT masing-masing.

Pasal 35

(1) Dalam rangka melaksanakan pengamanan  terhadap
pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan_pola PIR-
BUN ¢di Daerah Tingkat I, Kepala Daerah Tingkat 1
$elgku§un koordinasi dengan instansi-instansi yang

erkait.

S et TG ~—h (D 2 O3 T

{2) Dalam rangka melaksanakan pengamanan  terhadap
pelaksanaan pen%embangun perkebunan dengﬂn+ﬂﬂlu PIR-
BUN di Doerah Tingkat II, Kepala Daerah Tingkat II
melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.
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BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Prosedur perizinan usaha perkebunan dengan Pola Perusa-
haan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) dan Pola Kemitraan
lainnya di Daerch Tingkat I harus berpedoman dengan
ketentuan dan pelaksanadnnya ditetapkan dengan Keputus-—
an Gubernur Kepala Daerah.

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB X1V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

Barang sidpa melanggar ketentuan dalam pasal 22 ayat
(2) dan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan
Dgerah ini diancam dengan Pidana KkKurungan paling
lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyak-
nya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dictur dalam  ayat (1)
pasal ini adalah pelanggaran.

BAE XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 38

Selain  Penyidik Umum, penvidik_atas tindok pidana
sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Peraturan Daerah
ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dilingkungan Daerah Propinsi_ Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan _dan atau Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Doerah Tingkat II sesudi
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam  melaksanckan tugas penyidikan, = Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam avat
(1) pasal ini berwenang untuk :

a. Melakukan  pemerikscan atas kebenaran laporan
serta keterangan tentang adanya tindok pidana.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang patut
diduga melakukan tindok pidana.

c. Minta keterangan dan bohan bukti dari orang
atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana.

d. Melakukan pemeriksaan atas surat atau  dokumen
lain yang diduga menyangkut tindak pidana.

e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau
barang bukti dalam perkara tindak pidanag.

f. Meminta batuan dari ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tidak pidana.

g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat
cukup bukti adanya tindak pidana, dengan memberi-
tahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, ter-
sangka atau keluarganya.

BAB XVI. ........
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal vyang belum diatur dalom Peraturan. Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya_ akan diatur
tersendiri dengan Keputusan Kepala baerah Tingkat I.

Pasal 40 )
Peraturan Daerah ini mulal berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin—
tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 16 Pebruari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN,
SUMATERA SELATAN
Ketua,
dto./cap dto./cap
H. M. ARUB, SH H. RAMLI HASAN BASRI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
denaan Keputusan

Nomor : 973.26-936.

Tanggal : 20 Oktober 1898.

Diundangkan dalam Lembaran Dgerah
Propinsi Daerah TK. I Sum-Sel.
Nomor : 1 Serie C.

Tanggal : 4 Nopember 1998,

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,
dto./cap

H. HASAN ZEN, S.H.
Pembina Utama Nip.010052557
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